KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa untuk membantu dalam mengelola data perkara

1.

dan menginventarisasi permasalahan hukum di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai,
perlu menerapkan aplikasi Sistem Informasi
Permasalahan Hukum (SIKUM) dan personel yang
kompeten,

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi
Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi
Khusus Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan
admin dan operator SIKUM;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai tentang Penunjukan dan Penetapan
Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

_ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) seagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota



LF8)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran
Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun
2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi
Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi

Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 647);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1531 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen

Hukum Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran

Administrasi dan Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

. Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 4432/TIK.02-SD/14/2023

Tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem

Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAL

Menunjuk dan Menetapkan Petugas Admin Pengelola
sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai,
sebagai berikut:

Nama : Su’dan Masulili
NIP : 197706292008011007
Jabatan . Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Pengelola
sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai,
sebagai berikut:

Nama . Annisa Amalia
NIP : 200208292025062013
Jabatan : Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dan diktum KEDUA bertugas mengelola Sistem
Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
TEN BANGGAI,




